Pendahuluan _
Perundang—undangan . Jalu—lintas
pembahasannya dapat ditinjau dari
berbagai segi pendekatan teori, mi-
salnya: pendekatan sosiologis, pen-
dekatan yuridis, pendekatan krimi-
- nologis,” pendekatan “filosofis dan
lain-lain, - Dalam - tulisan ini akan
 dibahas dari segi pendekatan yuri-
dis dengan mengacu kepada pasal-
pasal perundang-undangan dan ‘pen-
dapat para sarjanz ‘yang membahas
masalah lalu-lintas dari segi hukum
pidana. Pembahasan undang-undang
lalu-lintas dari pendekatan yuridis
dapat ‘berguna antara lain untuk .

1. menemukan dan mengetahui pa-
sal-pasal Undang-undang yang
memberi ketentuan dasar hukum
tindakan ‘yang dapat digunakan
untuk melakukan tugas bersifat
represif maupun tugas yang ber-
sifat preventif. Karena pada da-
sarnya setiap hukum dan Undang-
undang mengandung sifat repre-
sif dan preventif.

2. Dapar memberi pemahamen ke-
pada petugas penegak hukum
~ (anggota polisi lalu-lintas) tindak-
- an-tindakan apa yang dibolehkan
~ dan tindekan-tindakan apa yang
Penulis udalah KAPUSKODAL POLWIL LAM
PUNG
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T~ UNDANG-UNDANG FALULINTAS
g Oleh : Drs. DPM. Sitompul, §.H.. MH. %

melanggar hukum dengan -ke_tei;:.. -
tuan sanksi pidananya, . oo
3. Dapat memberi pemahaman asas-

asas’ hukum' yang dipakai oleh

Undang-undang tersebut. Dengan’
memahami asas-asas hukum se-..;
orang petugas penegak hukum
dapat melakukan tindakan yang
arif bijaksana dalam menerapkan

pasalpasal Undangundang itu.

Berdasarkan kegunaan pendekatan
yuridis tersebut di atas, maka
dibahaslah Undang-undang lahus-lin-
tas seperti di halaman-halaman se-
lanjutnya pada tulisan ini.

Ruang lingkup pembahasan:

Ruang lingkup pembahasan tulisan

ini dititik beratkan pada pendekat-

an dari segi Hukum Pidana, dengan

materi pengkajian yaitu

1. Undang-undang Nomer 3 tahun
1965 tentang Lalu-Lintas Ang-
kutan Jalan Raya,

2, Peraturan Pemerintah nomer 28
tahun 1951 tentang Lalu-Lintas
Jalan.

Bentuk Perundang-undangan
Menurur Memorandum sumber ter-
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tib hukum tanggal 9 Juni 1966
DPR—GR Republik Indonesia, di-
nyatakan bahwa bentuk peraturan
perundangan sebagai berikut :

1.UUD 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-undang/Peraturan Peme-
rintah Pengganti Undang-undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Keputusan Presiden

Peraturan-peraturan Pelaksanaan la-

mnya sepertt :

e Peraturan Menteri
— Instruksi Menteri
-~ dan lainnya.,

Penjelasan darl bentuk peraturan
perundang-undangan tersebut dapat
dijelaskan garis besarnya sebagai
berikut :

1. Undang-undang Dasar
Ketentuan-ketentuan yang ter-
cantum di dalam pasal-pasal Un-
dang-undang Dasar adalah keten-
tuan-ketentuan yang tertinggi
tingkatnya yang pelaksanaannya
dilakukan dengan Ketetapan
MPR, Undang-undang atau Kepu-
tusan Presiden.

2. Ketetapan MPR

a. Ketetapan MPR yang memust
garis-garis besar dalam bidang
legistatif dilaksanakan dengan
Undang-Undang.

b. Ketetapan MPR yang memuat
garis-garis besar dalam bidang
eksekutfl dilaksanakan dengan
Kepurusan Presiden.

3. Undang-Undang
a. Undang-Undang adalah untuk

54

melaksanakan Undang-Undang
Dasar atau Ketetapan MPR.

b. Dalam hal ihwal kegentingan
yang memaksa, Presiden ber-
hak menetapkan peraturan-
peraturan sebagai pengganti
undang-undang.

1) Peraturan-peraturan itu ha-
rus mendapat persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat
dalam persidangan yanfr ber-
ikut.

2)Jika tidak mendapat perse-
tujuan, maka peraturan Pe-
merintah itu harus dicabut.

4, Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah me-
muat aturan-aturan wmom untuk
melaksanakan undang-undang.

5, Keputusan Presiden

Keputusan Presiden berisi kepu-

‘tusan yang bersifat khusus adalah

untuk melaksanakan ketentuan
Undang-undang Dasar yang ber- ¢
sangkutan, ketetapan MPR dalam
bidang eksekutif atau peraturan
Pemerintah.

6. Peraturan-peraturan Pelaksanaan

fainnya.

Peraturan-peraturan pelaksanaan
lainnya seperti : '

Peraturan  Menteri,  Instruksi
Menteri dan' lain-lainnya, harus
dengan tegas berdasar dan ber-
sumber pada peraturan Perun-
dangan vang lebih tinggi. !
Di antara bentuk peraturan per- |
undang-undangan tersebut di atas |
ada beberapa bentuk perundang-
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- undangan yang berkaitan dengan
- maszlah lalu-lintas misalnya : -

1) Undang-undang nomer 3 ta-
“hun 1965 tentang Lalu-lintas
 dan Angkutan'jalan raya.

" 2} Undang-undang- nomer 33 ta-
hun 1964 tentang Dana Per-
tanggungan Wapb KeceIakaan
ansmpmw .

-J}ETr*d‘mg -undang nomer 7 ta-
‘hun 1951 tentang undang-un-
dang Lalu-Lintas jalan -(UUL)
telzh dicabut.

~4)Peraturan Pemerintzh- nomer
17 tahun 1965 ‘tentang Ke-
tentuan-ketentuan * Pelaksana-
an . dan Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang.

5)Peraturan Pemerintah nomer
28 tahun 1951 tentang Pera-
turan Pemerintah Lalu-Lintas
Ialan (PPL).

6) Peraturan Menteri Perhubung-
an nomer 2441 tahun 1951
tentang Penetapan Lalu-Lintas
Jalan Perhubungan (Pen. LP).

7) Peraturan-peraturan lainnya,

Peraturan Perundang-undangan itu

pada  dasarnya bertujusn untuk

‘melindungi kepentingan-kepenting-

an dari :

1) Melindungi kepentingan Negara

2) Melindungi kepentingan Masyara-
kat

3) Melindungi kepentingan sese-
orang (individu)

Ketiga kepentingan yang dilindungi
itu (Negara, Masyarakat, individu)
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perwujudannya tercermin dalam pa-
sal-pasal dari perundang~undangan

.yang bersangkutan.

ABAS--ASAS DALAM PERUN-
DANG——UNDAI‘*JGAN LAL{JMLIN- :
TAS '

Pengcrtmn darz tndak pidana ada-
lah perbiiatan atau tindakan yang
teriarang dan diancam dengan sank-
st pidana oleh Undang-undang (da:
lam hal ini undang-undang yang .
berkaitan dengan Ialu~hmas ch jaia:a
umum) ' v
Menurut KUHP (Kitab Undang—un-
dang Hukum Pidana) tindak pida-
na itu dapat dibagi menjadi dua
Vaitu @

1) Tindak pidana kejahatan

2) Tindak pidana pelanggaran

Tindak pidana pelanggaran cende-
rung banyak ditemukan dalam per-
kara-perkara pelanggaran lalu-lintas,
namun tidak semua perkara lalu-
lintas merupakan pelanggaran, ada
juga kejahatan.

Asas-asas dalam Perundang-undang-
an Lalu-Lintas. A

Asas atau prinsip pokok dari per-
undang-undangan penting untuk di-
ketahui oleh petugas-petugas lalu-
lintas karena asas itu merupakan
hal-hal prinsip yang fundamental
(mendasar) di mana dari asas-asas
akan mengalir, terjabarkan, terurai
garis-garis hukum yang akan dilak-
sanakan dan harus ditaat, Dari
asas hukum {prinsip pokok) meng-
alirlah perwujudannya secara kong-
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krit di pasal undang-undang.
Adapun sifat dari asas hukum dapat
dijelaskan sebagai berikut

1. Asas ite bersifat umum
2. semakin tingei tingkat asas terse-
but semakin abstrak bentuknya
3. asas itu bersifat hakiki, mendasar
- 4. asas itu merupakan sumber uta-
ma dalam memulai suatu tindak-
an-tindakan atau untuk pedoman
‘dalain menerapkan (mempraktek-
" kan) pasal'dalam undang-undang,

Sifat asas tersebut jika divisualisasi-
kan dalam bentuk contoh yang
abstrak sampai kongkrit dapat di-
gambarkan sebagai berikut :
Pancasila
Kemanusiaan yang adil dan
beradab
............. 4s4s umum
bersifat abstrak

Sila -

UUD 1945
Pasal 27 : Segala warga negara ber-
samaan kedudukannya di
dalam hukum dan Pemerin-
tahan dan wajib menjunjung
hukum ........ .. dengan
tidak ada kecualinya.
............ asas hukum
bersifat abstrak.

KUHP

Pasal 2: Ketentuan pidana dalam
undang-undang  Indonesia
berlaku bagi siapa saja yang
melakukan perbuatan pida-
na di dalam Negara RI

asas hukum

pidana agak kongkrit.
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Undang-undang nomer 3 ‘tahun

1965 tentang lalu-lintas  dan
angkutan jalan raya

Pasal 2: Dilarang menggunakan

jalan dengan cara vang da-

pat merintangi, membaha-

yakan keamanan lahi-lintas

pasal bersifat kongkrit.
Dari contoh tersebut di atas dapat
dilihat bahwa' asas itu semakin
tinggi tingkatannya (Pancasila seba-
gai asas umum dari hukum) sema-
kin abstrak sifatnya, sedangkan ke-
tentuan Pasal 2 Undang-undang
lalu-lintas dan angkutan jalan raya
merupakan penjabaran kongkrit da-
ri asas umum : Pancasila (Sila : ke-

manusizan yang adil da.: beradab).
Asas-asas hukum perlu dipelajari

oleh para anggota polisi lalu-hintas,
karena dengan mempelajari asas
hukum secara mendasar maka ang-
gota poiisi lalu-lintas akan :

1. Dapat bertindak menegakkan hu-
kum dengan bijaksana, karena
mengetahui  prinsip-prinsip po-
kok (asas hukum) yang hakiki;
sebagai pedoman dalam pene-
gakkan hukum.

2. Dengan mengetahui asas hukum,
maka tindakan-tindakan vyang
dilakukan tidak rielanggar hu-
kum. :

Asas hukum dalam perundang-un-

dangan lalu-lintas tidak rterlepas

dari asas hukum dalam Kitab Un-
dang-undang Hukum Pidana (KUHP
sebab dalam pasal 103 KUHP
telah ditentukan bahwa ketentuan-
ketentean amum {termasuk asas-
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asas hukum pidana pasal 1 sampai
pasal 9 KUHP) berlaku juga ke-
tentuannya untuk undang- undmg
lain di luar KUHP, (daldm hat ini
undang-undang tentang lalu-lintas
yang tidak tercantum di dalam
KUHP). Bebcxapa Undang-undang
tentang lalu-lintas mempunyai sank-
si pidana (kurungan denda) dan
merupakan Undang-undang di luar
KUHP, pamun demikian asas-asas
hukumnya tetap menganut pada
Bab I sampai Bab VIII Kitab Un-
dang-Undang Hukum Pidana (Pe-
riksg isi pasal 103 KUHP),
Asas-asas hukum di dalam KUHP
yang berlaku juga di perundang-
undangan tentang lalu- Imms antara
lain adalah :

1. Asas legalitas (contoh: Pasal 1

 KUHP)

2. Asas teritorial {contoh: Pasal 2
KUHP)

Kedua asas bukum pidana secara
iy tersebut di atas dapat di-
elaskan sebagai berikut Asas
egalitas (dalam Pasal 1 ayat (1)
KUHP) dapat dijabarkan lebih jauh
vahwa: seseorang dapat dikenakan
sanks: pidana (denda) melanggar
setentuan lalu-lintas, bila ketentuan
rentang pelanggaran itu dinyatakan
lalam pasal-pasal perundangan lalu-
intas secara tegas.

Asas teritorial (dalam pasal 2 KUH-
%), di dalawn. penjabarannya menen-
‘ukan bahwa perundang undangan
alu-lintas berlaku ‘tevbadap setiap
vrang vang melakukan pelanggaran
alu-lintas di dalam wilayah (jalan
émum) Negara Indonesiz, dengan
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pengecualian orang-orang asing yang
mempunyai hak ekteritorial (Dubes
Konsul). Di samping asas legalitas
dan asas teritorial (secara umum),
ada asas-asas hukum 7 bidang lalu-
lintas secara khusus, yang tercan-
tum dalam penjelasan wmum alinea
terakbir dari undang-undang nomer
3 tahun 1965 tentang Lalu-Lintas
Angkutan Jalan Raya, yang menen-
tukan rentang adanya 3 (tlga)
asas yaitu :

1."Asas kelancaran lalu-lintas

2. Asas keselamatan lalu-lintas

3. Asas keamanan lalu-lintas

Asas nomer 1, 2, 3 tersebur di atas
dipakal dalam perundang-undangan
lalu-lintas menurut pendpat Prof.
MR. Remmelink (dari Belanda) de-
ngan dasar pemikiran ‘sbb.:
"berpindah tempat dengan cepat
atau lancer dari suatu tempat
ke tempat lain adalah sesuatu
yang pokok dalam lalu-lintas,
babwa kebebasan lalu-lintas ti-
dak boleh dlhalang-haiangi tanpa
“keadaan terpaksa” dan memba-
hayakan keamanan dijalan umum
tidak boleh terjadi”, 1) demi
untuk keselamatan semua pihak
pemakai jalan umum.

Contoh: Pengemudi kendaraan se-
nantiasa harus mampu melak-
sanakan setiap tindakan yang di-
wajibkan (undang-undang). Ia
harus dapat menguasai kendara-
annya.., "

Ketiga asas itu (kelancaran, kese-
lamatan, keamanan) menjiwai selu-
ruh isi pasalpasal dari undang-
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undang nNOmMer .3 TAROHI965 T
tang . Lalu Lintas Angkutan Jalan
Raya..

Ketentuan sanksi pidana dalam
pelanggaran lalu-lintas _
Ketentuan sanksi pidana dalam per~
undang—undangan lalu-lintas.ada hu-
bungannya dengan ketentuan pida-
na.dalam Pasal 10 KUHP (Kitab
Undang«undang Hukum Pidana).
Pasal 10 KUHP isinya

Pidana terdiri atas :

3, Pidana Pokolk : .
1. Pidana mati .
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4, Pidana denda
N . Pldana tutupan.

b. Pidana tambahan :
1. Pencaburan hak-hak terientu
2. Perampasan barang-barang ter-
tentu
3. Pengumuman putusan hakim.

" Ketentuan Pidana dari pasal 10
KUHP yang ada kaitannya dengan
perkara-perkara lalu-lintas antara la-
in adalah: Pidana penjara, pidana
kurungan dan pidana denda.
Ketentuan Pidana kurungan dapat
dilihat pada pasal 18 KUHP. Dalam

PERBEDAAN

Pidana Penjara
{Tindak Pidana Kejahatan)
1. Lama pemidanaan lebih pan-
jang waktunya (Contoh: Pem-
bunuhan). ‘
2. Pidana Penjara diancamkan
pada tindak pidana kejahatan
yang berat.
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PHSdi 18 lEU. {lﬂlﬁﬁlul Wil UdI}WCL
Sanksi pidana kurungan paimg ri-
ngan (minimum) lamanya 1 (satu)
hari dan paling lama (maksimum)
satu tahun. Apabila terjadi tindak
pidana gabungan atau mcngulangi
lagi undak pidana yang serupa ma-
ka sanksi pidana kurungan terse-
but dapat ditambah menjadi satu
tahun empat bulan (maksunum)
paling lama.
Dilihat dari urutan ketentuan pida-

na dalam pasal 10 KUHP ternyata

Pidana kurungan menempati urutan
ke 3 (t:ga) setelah urutan pzdana
mati dan pidana penjara.. -
Pidana kurungan memang lebih rf;
ngan sifatnya daripada pidana pen:
jara karena sanksi pidana kurungar
dijatuhkan terhadap pensnwa tin
dak pidana yang sifatnya “tidak
begitu jahat” (misalnya dalam ha,
tindak pidana pelanggaran lalu-lin
tas)”. )
dengan sifat jahat dalam tindalk
pidana pembunuban dengan beren
cana, tindak pidana subversi, dar
lain-lain,
Perbedaan pokok antara Pidana Ku
rungan dan Pidana Penjara dapa
dijelaskan sebagai berikut :

Pidana Kurungan

(Pelanggaran lalu-lintas)

1. Lama waktu pemidanaan leb
pendek.
2. Pidana kurungan diancamkan [ -
da tindak pidana pelanggar
dipandang ringan (misal pelat
garan lalu-lintas) dan tindak pic
nz culpa (Ialai).
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3. Seseorang yang dijatuhi sanksi
pidana penjara, tempat pemen-
jaraannya/lokasi tempat penjara
dapat dipindah ke luar daerah-

. daerah. :

~. Pekerjaan dari si terpidana
dalam penjara lebih berat.

- Tidak mempunyai hak untuk
memperbaiki nasib sendiri da-
lam ruangan kamar dia dipen-
jara. . Lo .

. Dalam pasal 10 KUHP telah di-

yatakan bahwa sanksi dana penja-

1 merupakan pemidanaan yang be-

atnya nomor 2 dalam urut-urutan

ukuman pemidanaan di Indonesia

Irutan momor satu pidana mati,

ritan nomor tiga pidana kurung-

n, uratan nemor empat pidana

enda).

ada uraian tersebut di bawah ini

kan dijelaskan ancaman sanksi pi-

ana terhadap pelanggaran lalu-lin-

15, dengan pembahasan secara ber-

rutan mulai dari ancaman sanksi

idana yang terberat sampai yang
cringan dengan dibedakan 6 (enam)
1acem sanksi yaitu :

. Ancaman sanksi pidana penjara.
. Ancaman sanksi pidana penjara
atey pidana kurungan.

. Ancaman sanksi pidana penjara
atan pidana denda.

. Ancaman sanksi kurungan ateu
pidana denda.

an {pencabutan hak).

e—S (lima) macam sanksi rersebut
i atas mempunyal konsekuensi
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. Ancaman sanksi pidana tambah- -

3. Seseorang - yang dijatuhi sanksi
pidana® kurungan (perkara lalu-
lintasy pelaksanaan tempat hu-
kumannya tidak dapat d:pzndah-
pindahkan ke luar daerzh.

4 ?ekerjaan yang dibebankan pada-
si terpidana lebih rmgan '

5. Mempunyai hak pistole” untuk
memperbaiki nasib sendiri dalam
ruangan kamarnya. (Bawa radio,
kipas angin, kasur, dan lain-lain).

hukuman yang berbeda-beda sifat- -
nya. Untuk lebih jelasnya akan di-~
jelaskan tersebut di bawah ini.

i. Ancaman sanksi pidana penjara

Pidana penjara merupakan pe-
rampasan kebebasan/kemerdekaan
pribadi seseorang, karena si terpi-
dana tersebut diasingkan dalam
Lembaga Pemasyarakatan dengan
jangka waktu tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
dana (KUHP) kita mengenal ancam-
an pidana penjara terhadap pelang-
garan lalu-lintas yang mengakibat-
kan rusaknya atau hancurnya ba-
ngunan-bangunan tertentu karena
ditabrak kendaraan bermotor. Pasal-
pasal yang memuat ketentuan-ke-
tentuan tersebut antara lain Pasal
408, Pasal 410 KUHP. Kedua pasal
itu secara tegas mengatur bahwa
para pelanggar lalu-lintas diancam
sanksi pidana penjara, tanpa alter-

natif pilihan sanksi (hukuman) yang
lain. Hal itu berarti bahwa Hakim
di Pengadilan hanya dapat menja-
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tuhkan huluman penjara kepada
terdakwa bila terbukii bersalah,
tidak ada alternatif pilihan hukum-
an yang lebih ringan lagi daripada
penjara, karena ancaman hukuman-
nya tunggal yaitu sanksi pidana
saja. Tidak ada kata-kata “aten” da-
lam: susunan kalimat pasal terse-
- but, sehingga Hakim di Pengadilan
tidak: mempunyai pilihan dalam
menjatuhkan vonisnya, kecuali pi-
dana penjara bagi si terdakwa.

Pasal 408 KUHP: Barang siapa me-
lawan hukum dengan sengaja meng-
hancurkan, merusakkan atau mem-
bikin tidak dapat dipakai bangunan
telepon, listrik, saluran air, gas,
atau saluran-saluran lain untuk ke-
pentingan umum, diancam pidana
penjara paling lama empat tahun,

Pasal 408 KUHP tersebut dapat
dipakai untuk memproses perkara
pelanggaran lalu-lintas (mobil mena-
brak tiang listrik, atau menabrak
saluran air hingga rusak).

Salah satu unsur dari pasal 408
KUHP adalah: bangunan itu tidak
digunakan untuk umum.

Ancaman sanksi pidananya hanya
satu (tunggal) yaitu: Pidana pen-
jara paling lama dengan waktu
empat tahun. Tidak ada alternatif
ancaman hukuman lain dalam pasal
it (misalnya: alternatif/pilihan an-
caman pidana penjara atar denda).
Pasal 410 KUHP: Barang siapa de-
ngan sengaja dan melawan Hukum
menghancurkan atau membikin tak
dapat dipakai suatu gedung yang
seluruhnya atau sebagian milik orang
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lain, diancam pidana penjara paling
lama lima tahun, -
Salah satu unsur dari Pasal 410
KUHP terscbut adalzh: Bahwa
bangunan yang rusak karena terta-
brak mobil itu harus milik orang .
lain (bukan miliknya sendiri/pribadi
dari si pengemudi mobil}.

Kedua pasal (Pasal 408 dan Pasal
410 KUHP) dicantumkan sebagai
salah satu ketentuan dalam Undang-
‘Undang No. 3 tahun 1965 tentang
Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Ra-
va.
Pasal 33 ayat (2) Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1965 menentukan
bahwa: "'Pengemudi kendaraan ber-
motor yang melakukan tindak pida-
na termaksud dalam pasal . .

408, 410 KUHP dapar dicabut
wewenangnya untuk mengemudi-
kan kendaraan bermotor tertentu
untuk paling lama sam tahun, -
dengan syarat tidak bersamaan se-
bagian atau seluruhnya dengan pi-
dana kurungan yang telah dija-
tuhkan”
Oleh karena pasal 408 ‘dan pasal
410 KUHP dicantumkan dalam ke-
tentuan pasal 33 ayat (2) Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1965
maka sudah selayaknya kedua pasal
KUHP itu dibahas dalam uraian
ini, karena dapat dimasukkan dalam
perkara lalu-lintas.

2. Ancaman sanksi pidana penjara
atau pidana kurungan dalam pe-
langgaran lalu-lintas. '
Sering dikatakan bahwa pidana

kurungan itu bertujuan untuk me-
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nakut-nakuti seseorang, bukan un-
tuk tujuan memperbaiki®) suasana
pidana  kurungan dalam penjara
memang dapat membuat seseorang
menjadi jera (= tidak melakukan
tindak pidana lagi). Sanksi pidana
kurungan dapat dijatuhkan pada ka-
sus. kecelakaan lalu-lintas  yang
membawa korban luka atau mati
misalnya seperti pelanggaran terha-
dap ketentuan pasal 359 dan 360

asal 359 KUHP: Barang siapa ka-
rena kesalahannya {kealpaan/lalai)
menyebabkan orang lain mati. di-
ancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun atau pidana ku-
rungan paling lama satu tabun.

Pasal 360 ayat (1) KUHP: Barang
siapa karena kesalahannya (kealpa-
innya/lalai) menyebabkan orang
ain mendapat luka-luka berat, di-
incam dengan pidana penjara paling
ama lima tahun atau pidane ku-
ungan paling lama satu tabun,
 Kedua pasal tersebut di atas
Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP)
nenunjukkan bahwa ancaman-sank-
i pidana kurungan diberikan kepa-
la si terpidana- sebagai. alternatif
pilihan satu diantara dua) yaitu:
idana penjara selama lima tahun
tau dipilih sanksi pidana kurung-
n selama satu tahun, pilihan satu
iantara dua it dilakukan oleh
fakim di Pengadilan.

. Ancaman sanksi pidana penjara
~ atau pidana denda.

- Sanksi pidana penjara atau sanksi
idana dendd juga dimiliki dalam
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perkara pelanggaran lala-lintas.
Sebagai contoh: Pasal 406 KUHP
(pasal ini merupakan pelanggaran
lalu-lintas kiranya diperkuat. dan
tercantum dalam pasal 33 ayatr (1)
huruf ¢ Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas
dan Angkutan Jalan Raya).

Pasal 406 KUHP :

Ayat (1) : Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum meng-
hancurkan, merusakkan, membikin .
tidak dapat dipakai atsv menghi-
langkan barang sesuatu yang seli-
ruhnya atau sebagian milik orang
lain, diancam dengan pidana penja-
ra paling lama dua tahun delapan
bulan atau pidana denda paling ba-
nyak empat ribu lima ratus rupiah.
Ayat (2): Dijatuhkan pidana yang
sama terhadap orang yang dengan
sengaja dan melawan hukum mem-
bunuh, merusakkan, membikin ti-
dak dapat digunakan atau meng-
hilangkan hewan yang seluruhnya
atau sebagian milik orang lain.

Pasal 406 KUHP tersebut di atas
menjadi pelanggaran lalu lintas apa-
bila akibat perbuatan itu (merusak,
membuat tidak dapat digunakan la-
gi, menghancurkan rmilik orang
lain, membunuh hewan, dan lain-
lain) dilakukan sengaja dengan me-
ngemudi kendaraan bermotor, Ter-
hadap perbuatan-perbuatan itu dise-
diakan duva pilihan (alternatif) hu-
kuman yaitd: Sanksi pidana penjara
atay dihukum sanksi pidana denda.
Gradasi/tingkat hukuman dalam pa-
sal ‘ini (pasal 406 KUHP) lebih
berat (Pidana penjara pidana denda)
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bila dibandingkan dengan ancaman
hukuman “pidana kurungan atau pi-
danz 'denda pada keseluruhan pasal
Undang-Undang Nomor 3 tahun
1965 tentang Lalu-Lintas dan Ang-
kutan }aian Raya.

4, Ancaman sankm pidana kurungan
‘atau pidana denda dalam pelang-
garan Jalu-lintas.

' :.'iKetenman pemndang-undangan _

lalu-lintas yang .memuat ancaman
sanksi pidana kirungan selama 3
(tiga) bulan atau dapat dilihat
dalam Undang-Undang nomor 3 ta-
hun 1965 tentang Lalu-Lintas dan
Angkutan Jalan Raya, antara lain
pz;sai—pasa_l

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3

tahun 1965: mempergunakan jalan

dengan cara yang dapat merintangi,

membahayakan kebebasan dan ke-

amanan lalu-lintas . . .

Pasal -4 : menyelenggarakan atau

ikut serta dalam perlombaan di ja-

lan tanpa ijin. .

Pasal 5 :

a. dilarang mengemudikan kendara-
-zn tanpa dapat memperlibatkan
SIM, STNK, surat uji kenda-

b. dilarang melanggar ketentuan
tentang penomoran kendaraan,
penerangan, perlengkapan, per-
alatan, susunan, pemuatan, me-
nurut Undang-Undang nomor 3
tahun 1965.

c. dilarang  melanggar keventuan
tentang pembuatan pemeliharaan,
dan penggunaan jalan, serta dila-
rang melanggar ketentuan ten

e

tang rambu-rambu, tandatanda
jalan, penggunaan kelas—kelas ja
lan.
d. dilarang mengemudikan mobil
~dalam keadaan sakit, “lelah, me-
minum minuman keras:beralko-
hol, obat-bius . . . :
Pasal 6 : '
1. a. dilarang memnggalkan korban
© luka, mati, sakit kerugmn be-
 sar akibat kecelakaan yang me-
libatkan kendaraannya.

b. harus berusaha memberi perto- o

longan terhadap Korban luka,

saklt sebagai akibat kecelakaan |~

~ yang  melibatkan kéhdaraan«
nya.

2. Pengecualian bagi si penvemadl
dia dapat berjalan terus, dalam
kasus kecelakaan itu ‘namun,
dengan alasan yang mendesak
dan lapor kepada kanm{ polisi
terdekat. -

Pasal 7 Melanggar ketentuan
pembuatan SIM, syarat-syarat mem-
peroleh SIM dengan syah. .
Pasal 8 : S
1. dilarang mendemudlkan kendara—=
an bermotor tanpa SIM. - '
2. dilarang melanggar ketentuan ca-
ra-carz belajar dan cara memberi
pelajaran mengemudikan. kenda-
ran bermotor.

Pasal 10 : dilarang melanggar ke-
tentuan tentang penomoran kenda-

raan, STNK, surat coba kendaraan.

Pasal-pasal lain dari Undang-Undang
nomor 3 tahun 1965, yang mengan-
dung ancaman sanksi pid ana kurung-
an 3 (tiga) bulan dapat dilihat da;
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Lani Ketentuan pasal 11, 18,719,727,
25, 26, 27, 28 dan pasal 35 ayat
(2). Dari ketentuan-ketentuan terse-
but di atas dapart dilihat bahwa pe-

jatuhi alternatif pilihan hukuman,
‘apakah akan dijatuhi sanksi pidana
kurungan atau dijatuhi pidana den-
da, efekrifitas penjatuhan (Vonis
Hakim} sanksi pidana tersebut ber-
kaitan erai- dengan jera (takut)

garan laludintas.” Makin  banyak
orang-orang yang sudah dijatuhi
sanksi pidana denda tetapi pelang-
garan makin banyak maka sanksi
denda tersebut tidak efektif,

- Disamping itu ada pasal-pasal ter-
tentu di dalam- KUHP (Kitab Up-
dang-Undang Hukum Pidana) yang
dimasukkan menjadi ketentuan pe-
langgaran lalu-lintas. Pasa tersebut
adalah: Pasal 409 dan pasal 492
KUHP, - :

Kedua pasal ini diambil dan ditegas-
kan kembali menjadi ketentuan pe-
langgaran lalu-lintas karena adanya
pasal 33 ayat (1) huruf c. Undang-
Undang nomor 3 tahun 1965 ten-
tang Lalu-Lintas dan Angkutan Ja-
lan Raya.

Garis besar isi pasal 33 ayat (1) hu-
ruf ¢ Undang-Undang Nomor 3 ta-
hun 1965: “Pengemudi mobil yang
melakukan pelanggaran seperti ter-
cantum dalam pasal 409 dan 492
KUHP (Kitab Undang-Undang Hu-
kum Pidana) .. .” ,
Dengan demikian pasal 409 dan pa-
sal 492 KUHP perlu juga di perha-
tikan keberadaannya dalam perka-
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langgaran lalu-lintas dapat pula di-

seseorang untuk ‘melakukan pelang- -

ra-perkara  pelanggaran lalu-lintas.
Pasal 409 KUHP, dapat dijelaskan
isinya sebagai berikut: "Barang si
apa karena kesalahannya (lalai)
menyebabkan bangunan-bangunsan
(tiang telpon, tiang lisivik, palang
pengaman lplu-linias  kereia  apy,
saluran-saluran iy, dipinggir jalan)
yang digunakan untuk keperluan
umum. rusak atau hancur atau
tidak dapat dipakai karena perbu-
atan si pengemudi kendaraan ber-
motor diancam dengan pidana ku-
rungan paling lama satu bulan atau
pidana dengan paling banyak seribu
lima ratus rupiah”, '
Ketentuan pasal 409 KUHP ter-
sebut memberi wewenang kepada
anggota-anggota polisi lalu-lintas
untuk menindak para pelanggar
hukum, yang bertindak merusak
(walaupun tidak sengaja) bangunan-
bangunanan untuk kepentingan
umum seperti misalnya: tiang Hs-
irik/telepon, saluran-saluran tanggul
arr di pinggir jalan, palang penga-
man lalu-lintas kereta api/trem lis-
trik.
Bangunan-bangunan tersebut #dak
barys dengan syarat rusak berat
atau hancur berantakan tertabrak
kendaraan bermotor tersebut, na-
mun banya rusak saja polisi lalu-
lintas sudah dapat mengambil tin-
dakan represif kepada tersangkanya.
Pasal 492 KUHP, isinya sebagai
berikut : :
Ayat (1) “Barang siapa dalam ke-
adaan mabuk di muka umum me-
rintangi lalu-lintas, atau menggang-
gu ketertiban, atan mengancam ke-
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amanan orang lain, atau melalukan
sesuatu yang harus dilakukan de-
ngan hati-hati atan dengan menga-
dakan tindakan penjagaan tertentu
lebih dulu agar jangan membahaya-
kan nyawa atau kesehatan orang
lain, diancam dengan pidana ku-
rungan paling lama enam hari,
atau pidana denda paling banyak
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”,

Pasal 492 KUHP tersebut bila di-
kaitkan dengan pelanggaran menge-
mudikan kendaraan bermotor, ma-
ka dapat dipakai untuk menindak
(sopir-sopir) yang mabuk dan mem-
bahayakan keamanan orang lain di
jalan.

Pengertian dari membahayakan ke-
amanan orang lain dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Pengertian membahayakan orang la-
in, pengertian membahayakan da-
pat dibagi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Bahaya yang bersifat abstrak

b. Bahaya yang bersifat kongkrit. *)

ad.a. Bahaya yang bersifat abstrak:
Bahaya yang bersifat abstrak ada-
lah: bahaya yang belum terasa
nyate akibat-akibatnya tetapi bi-
la dibiarkan terus berdasarkan
pengalaman-pengalaman bahaya
itu dapit menjadi kejadian yang
nyata dan menimbulkan ganggu-
an bagi pemakai jalan lain.
Contoh: Bahaya abstrak adalah:
orang yang sedang mabuk akan
naik mobilnya dan akan menge-
mudikan mobil itu di jalan pro-
tokol yang padat lalu-lintasnya.

.

Hal itu merupakan bahaya abs
trak, walaupun mobil belum ber-
jalan, menabrak seseorang.

ad. b. Bahaya yang bersifat kong;
kit )
Bahaya vang bersifat kongkrit
adalab: Bahaya yang sudah keli-
hatan tanda-tandanya dan terasa
akan terjadi akibatnya dan meru
gikan pada orang lain.
Contoh: Seorang pengemudiken

daraan bermotor yang lelah dar .

agak mengantuk menjalankar
mobil, terlihat mobil tidak stabi
(zigzag). Hal itu bila dibiarkar
dapat menimbulkan akibat keru
gian bagi orang lain +di jalar
umum, {tertabrak), karena secars
nyata sudah kelihatan randa-tan
danya: jalan mobil tidak stabil
pengemudi mobil tersebut me
ngantuk/lelah.
Pengertian mendasar tentang baha-
ya atau membazhayakan orang lain
seperti tersebut di atas perhu untuk
dikuasai pengertiannya, oleh petu-
gas lalu-lintas karena sebagian besar
pelanggaran lalu-lintas “yang tercam:
tum di dalam isi pasal-pasal perun:
dangan lalu-lintas antara lain berti
tik tolak dari bahaya-bahaya yang
dapat ditimbulkan oleh sesuatu per
buatan manusia. '
Dengan memahami pengertian art
bahaya, seorang petugas lalu-lintas
dapat mencegah terjadinya suatu
kecelakaan lalu lintas, dapat mence-
gah timbulnya kerugian materiil,
dapat mencegah terjadinya keka
cauan arus lalu-lintas dan lain-lain

N3 P o F3 7 2 el 10005



Rerenin pemnaang—unaangan 13-
lu-lintas lain yang mengancam hus
kuman pidana kumngan atau alter-
natif pidana denda -diatur (dalam

Jalan. - =
Pasal 108 dan pasal. 109 Peraruran

tentang Lalu-Lintas Jalan mengatur
ancaman hukuman/sanksi- pidana
bagi para peizmggar keterﬁman lalu—
lintas. " :

Pasal. . 108 Peramran Pemermtah
omor 28 tahun 1951, :

Ayat (1) ”Dzjatuh: hukuman ku-

~atau’ dendd Rp. 2.225,— kepada

seseorang’ ‘yang’ melakukan pe-

langgaran terhadap pasalpasal :

1) Pasal 2 PP Nomor 28 tahun
1951

— Pasal 2 ayat (1) huruf b, e,
i, g h dan ayat {2), pasal ini
da;)at d;.ter_;emahkan sebagal
berikut :

: ~huruf b - berhentl di jalur

lalu-lintas yang bukan jalan

. orang.

- — huruf e : jalan terus dengan
kendaraan melewati tanda-tan-
“da yang ada pada alas jalan,
jika perintah sudah diberikan.

“~— huruf f: berjalan samping ime-
nyamping di jalan orang, se-
hingga tidak cukup untuk di-
lewati bagi orang lain.

— huruf g: memberikan kendara-
an digsebelah kiri bentuk dari
jalar lalu-lintas,

savengiara (113 Suli 1900

ﬁPeraturan Pemerintah -Nomor - 28
Tahun - 1951 tentang Lalu Lintas

Pemerintah ‘nomor 28 tahun 1951

‘rungan paling lama satu bulan

"= huruf h: memberhentikan ken-

daraan - di jalur lalu-dintas se-
hinggakendaraan .fiain- 'tida_k

o cukup untuk'lewat. -
—Pagal 2. ayat. (2):. harus menge-. .

imudikan kendaraan di sebelah
ki, kecuali- melewati (memo-
- tong) pemakaijalan lain,
23 Pasal 7 PP Nomcr 28 tahun
1951 ¢ :
. ”Dllarang membuat aturan-

T ..;aturan falu: lmms atauiisyarat-
- isyarat untuk pc:ngaturan laly-

lintas.. tanpa ijin.. Menten Per-
hubungan”,

.B)Pasal 8. PP Nomer 28 tahun

A951 - .

'--"’Dﬂarang meianggar ketenm—
an-ketentuan peraturan lalu-

- lintas -yang" telah ditetapkan
oleh Peraruran Daerah Oto-

c0Om . :

D1iarang 'nengadakan permam—
an dijalan . .

4) Pasal 9. PP Nomor 28 tahun
1951 :

" "Orang berjalan kaki dzlamng
menycberangi suatn jalur un-
tuk lalu-lintas kendaraan, jika
tidak melalui jalan sependek-
pendeknya . | . dan diz dapar
menyebemng dengan  tidek

-membabayakan dz'ﬂ' sendiri
atau orang lain |

5) Pasal 10 ayat (2) PP Nomor 28
tahun 1951 :

"Orang berjalan kaki dﬂarang
berjalan di lwar jalur-alur ja-
lan penyeberangan yang relah
ditentukan oleh penerapan
majelis Harian Kota . . .7
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6y Pasal 11 PP Nomor 28 tahui
1951 .
Avat (1): Pengemudi yang
sempat melibat atau dapat se-
Jayaknya mengira si pejalan
kaki menyeberang, wajib me-
ngurangi kecepatan, sehingga
penyeberangan itu tidak dapat
halangan.
Avyat (2): Sewaktu jalan beri-
ringan pengemudi wajib ber-

:ada cukup jaubnya dari kenda-
raan yang ada di mukanya,
sehingga dapat dijaga/dicegah
suatu tubrukan . . .
Ayat (4): dilarang mengemudi
menimbulkan gadub menye-
babkan, asap, tidaek cukup me-
nguasai kendaraannya . . .
Ayat. (8): Dengan Peraturan
Daerah Otonom pengangkutan
orang dengan scpeda dapat di-
batasi atau dilarang melebihi
muatannya .

7)Pasal 14 PP Nomor 28 tahun
1951 :
“Pemakai jalan diwajibkan
memberi  tanda secukupnya
dengan suara atau isyarat atau-
pun diantara matahari terbe-
nam dan matahari terbit de-
ngan cahaya setiap waktu jika
hal itu perlu untuk keamanan”.

83 Pasal 15 PP No. 28 tahun

1951 :

a. Pengemudi kendaraan jika
mengurangi kecepatan tiba-
tiba menyatakan pada wak-
tunya maksud itu dengan
isyarat jelas . . .

10)Pasal 23 PP No. 28 tahus

11)Pasal 33 PP No. 28 tahu

b. Jika hendak Derhent, m&
nyatakan maksud itu pad:
waktunya baik dengan 1sya
rat yang jelas dinyatakar
dengan isyarat . . - _

. }Jika hendak mengubah ha
Juan, menyatakan maksu
jtu pada- waktunya denga
isyarat yang jelas.

9)Pasal 21 PP No. 28 tahu

1951 : -
Dilarang mengadakan suat

)

pesawat yang menyinarkan co .

baya yang mungkin menyilat
kan. ..

1951 :
Ayat {1): Waktu hendak mele
wati. kendaraan bermotor ¢
luar daerah perumahan kot
pengemudi harus zemberi tax
da-tanda suwara . (klaksor'

Ayat (2): Dilarang membe:
tanda-tanda seara di daera
perumahan kota, jika tidak ur
tuk keamanan lalu-lintas.

1951 :
a. Dilarang turun atau na;
otobis sebelum dia berhent
b. Dilarang meninggalkan ot
bis dari sebelah (bagias
yang tidak ditetapkan u:
tuk it N
¢. Dilarang waktu kendarag
berjalan mengeluarkan an
gota badan atau benda dz
otobis.
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~Fasal-pasal lain dari pasal 108
Peraturan Pemerintah nomor 28
tahun 1951 yang mengandung
~ancaman . sanksi pidana adalah
- Pasal 109 PP. No. 28 tahun 1951,
. Ancaman hukumannya: dilarang
- mengemudikan kendaraan ber-
_ motor. untuk - paling lama satu
tahun,

an (Pencabutan Hak).

Sanksi pidana tambahan berben-
uk pencabutan hak-hak tertentu
nisalnya: dilarang menjalankan ma-
i pencarian tertentu (dilarang se-
agal sopir) dapat dilihat ketentuan
asar hukumnya di pasal 35 ayat
1) angka 6 KUHP (Kitab Undang-
Indang Hukum Pidana).

erdasarkan isi  ketentuan pen-
abutan hak-hak tertentu pada pa-
il 35 ayat (1) angka 6 KUHP,
ihubungkan dengan isi ketentuan
asal 33 ayat (2) Undang-Undang
lomor 3 tahun 1965 tentang
ndang-Undang Lalu-lintas  dan
ngkutan Jalan Raya, seorang Ha-
im di Pengadilan (dalam perkara
¢langgaran Lalu-lintas) lihat pasal
11 dan pasal 214 KUHAP (Kitab
ndang-Undang Hukum Acara Pi-
ana) dapat menjatuhkan  vonis
encabutan hak-hak seseorang.
dapun pelanggaran-pelanggaran la-
-lintas yang dapat ditindak de-
san sanksl pencabutan hak-hak
bagai sopir kendaraan bermotor
ialah: jenisjenis pelanggaran se-
erti tercantum dalam pasal 33 Un-
mng-Undang Nomor 3 tahun 1965.
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. Ancaman sanksi pidana tambah-

Garis besar ini pasal 33 Undang-
Undang No. 3 tahun 1965, adalah

sebagai berikut: :
"Dicabut haknya sebagai sopir ken-
daraan bermotor, bila mﬁlakukan '
hal-hal :

a. Perbuatan membahayakan, me-
rintangi keamanan lalu-lintas
atau  merusakkan jalan (Pasal 2 .
Undang-Undang No. 3 tahun
1965). 2

b. Menyeienggarakan perlombaan g
pacuan atau - ikut serta dalam
perlombaan pacuan dijalanjalan’
tanpa yin (pasal 4 Undang-Un-
dang No. 3 tahun 1965).

¢. Mengemudikan  mobil -~ di jalan
dengan tidak membawa SIM,
STNK, Surat Uji kendaraan atau
tanda-tanda lain yang ditetap-
kan oleh Undang-Undang No. 3
tahun 1965 (Pasal 5) termasuk
di dalamnya hak-hak perbuatan:

1)Mengemudikan mobil dalam
keadaan sakir.

2)Mengemudikan mobil dalam
keadaan mabuk/minum alko-
hol.

3)Mengemudikan mobil dalam
keadaan lelah.- _

4) Mengemudikan mobil dalam
keadaan memakai obatr bius
(morphin, ganja, dan lain-lain)

d. Pengemudi yang melakukan per-
buatan tabrak lari.

e. Pengemudi yang memiliki SIM,
menyuruh orang lain yang tidak
memiliki SIM  mengemudikan
kendaraan bermotor”.
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Jika ?gﬁbuatan—pérbuatan huruf a
sampai e tersebut di atas dilakukan
dalam wakix satu tebun diulangi

lagi (dua kali) dalam jenis-jenis

pelanggaran yang sama, maka ter-
hadap sipengemudi tersebut dapat
dijatuhi hukuman: Sanksi pidana
tambahian  berbentuk - pencabutan
hak-hak seorang sesuai sopir (Penge-
mudi ‘kendaraan) atau pencabutan

SIM, jangka waktunya dapat sela-

ma dua tahun (maksimal).

Masalah sanksi pidana tambahan
pencabutan hak-hak tertentu (mi-
salnya pencabutan SIM) juga dilak-
sanakan di Negeri Belanda,

Masalah pencabutan SIM dikatakan
oleh Prof. Mr. J.M. Van Bemmelen,
sebagai berikut :

"Di Negeri Belanda pemidanaan
(hukuman) yang terpenting adalah:
pencabutan ijin mengemudi. Sanksi
Pidana ini merupakan pidana tam-
bahan dan sering dijaruhkan. Pada
umumnya (di Belanda) pencabutan
fjin mengemudi lebih bersifat pre-
ventif bagi masyarakat, daripada
hukuman pidana/kurungan . . .” %)
Kalau masalah pencabutan SIM di
Negeri Belanda dipandang sebagai
hal yang lebih ditekankan pada
preventif, di Indonesia juga dapat
dilakukan hal itu; bahkan dapat
sekaligus bersifat preventif dan ber-
sifat represif. Yang penting perlu
diperhitungkan adalah tentang pe-
nelitian dampak dari pidana tam-
bahan (pencabutan SIM) itu di ma-
syarakat Indonesia (berdampak po-
sitif ‘atan negatif). Unwuk itu perlu
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* dalam Undang-undang . lalu-lintas

pertama-tama dilakukan' pencatat-
an-pencatatan  jenis  pelanggaran
(jumlah angka-angkenya) dalam da-
ta, kemudian dibuat statistik pe-
langgaran lahu-lintas yang lengkap,
skurat, setelah itu dianalisis. (Peker-
jaan membuar statistik pelanggaran
lahs-lintas dan menganalisis data
statistik itu merupakan pekerjaan
yang memerlukan ketrarapilan khu-
stis di lingkungan Kepolisian), . .

BAHASA DALAM PERUNDANG-! -
UNDANGAN (PIDANA) LALU-
LINTAS.

Dari uraian penjelasan pasal-pasal

pada halaman-halaman di depan,
dapat dilihat bahwa: bahasa hukum
cenderung sulit dimengerti dan da-
pat mengandung penafsiran istilah
yang luas artinya.
Sebagai contoh: pengertian istilah-
istilah dalam’ kalimat di Pasal 8, 9,
11, 14, 15, 21, 23, 33, peraturan
pemerintah Nomor 28 tahun 1950
tentang Lalu-lintas jalan.
Bahasa hukum dalam istilah-istilak
tersebut di bawah ini cukup sulk
untuk dibuat batasan-batasanny:
dan sulit diterapkan opsrasiona
standar ukuran minimal atau stan
der ukuran batasan maksimzlnya
Sebagai contoh misalnya pengertiar
istilah :
1. Pasal 8 ayat (1) huruf h peratur,

an pemerintah no. 28 tahw

1951 kalimar dilarang mengads

kan permainan di jalan.

2.Pasal 11 ayat (1) PP nomer 2
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tahun 1951 kalimat: dapat sela-

yalmya mengira.

— ayat (2) kalimat: berada co-
kup janhnya dari kendaraan,
yang berada di mukanya.

— ayat- {4} kalimat: dia tak
- cukup lagi menguasa,z kendara-

_annya.
3. Pasal 14 ayar (1) kahmat wa-

jib memberi tanda secukupnya.
4. Pasal 15 ayat (1), kalimat: mer
nyatakan pada waktunya mak-
sud itu. . o
5. Pasal 19 ayat (1), kalimat: caha-
 ya lampu kendaraan tidak me-
nyilaukan pemandangan penge~
mudi-pengemudi.

Beberapa conwoh kalimat-kalimat
bahasa Hukum yang mengandung
penafsiran luas itu perlu diterje-
mahkan artinya secara kongkrit un-
tuk tahu standar ukuran (patokan-
nya), schingga anggota polisi lalu-
lintas yang melakukan penindakan
represif tidak disangka melakukan
perbuatan melawan hukum mena-
ngani kasus tersebut. Jalan keluar
(jangka panjang) untuk memberi
penafsiran. pada bahasa-bahasa hu-
kum yang sulit di pasal Undang-
undang lalu-lintas antara Iam diper-
lukan:

1. Yurisprudensi mengenai perkara-
perkara lalu-lintas,

2. Penafsiran resmi (penjelasan) dari
Mahkamah Agung.

3. Mencantumkan penjelasan  un-
dang-undang yang mudah untuk
dimengerti bahasanya.
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Sampai ‘saat ini masih dipérlukan
yurisprudensi mengenal kumpulan
keputusan-keputusan  pengadilan
yang menyangkut perkara lalu lin-
tas. Yurisprudensi itu antara lain
berguna unwk pedoman dalam me-
nangani, perkara-perkara lalu-lintas,
Menghadapi masalah kesulitan da-
lam pepafsivan istilah bahasz hu-
kum diperlukan kearifan dan kebi-
jaksanaan anggotz polisi lalu-lintas.”
Kearifan dan kebijaksanaan dalam
penafsiran bahasa hukum vang sulit
dimengerti, dapat ditempuh dengan”
cara : "Memahami kembali azas-
azas perundang-undangan 1aiu-11m:as
yaitu : :

1. Asas kelancaran lalu-hntas

2. Asas keselamatan lalu-lintas

3. Asas keamanan lalu-lintas.

Salah satu dari ketiga asas itu dapat
dipakai sebagai “batu penguji’’ da-
lam menghadapi perkara-perkara
lalu-lintas dengan menghubungkan:
kasus yang sedang dihadapi dengan
pasal-pasal yang mungkin dapat di-
terapkan terhadap kasus itu.

Asas kelancaran lalu-lintas diperlu-
kan sebab salah satu unsur pokok
dari berlalu-lintas adalah dapat di-
peroleh tempat dengan lancar dan
tertib, dari suatu tempat ke tempat
lain.

Asas keselamiatan lalu-lintas diperiu-
kan sebab: rasa terlindungi dari
segala ancaman bahaya harus terwu-
judkan. Sehingga keselamatan yang

“harus dijaga adalah keselamatan ji-

wa, raga, harta benda, kehormatan,

Doty




Asas keamanan lzlu-lintas diperlu-
kan sebab: dalam berlalu-lintas di
jalan harus tercipta rasa bebas dari
- gangguan  fisik/psikis, bebas dar
rasg kekhawatiran, bebas dari an-
caman bahaya, dan tercipta perasa-
an tenteram lahir dan batin selama
di perjalanan -

Kesaiahan at&u kealpaan (lalai =

culpa) dalam peianggaran undang-

undang lalu-lintas.

‘Bahwa lalu-lintas mengandung
bahaya adalah suatu kenyataan
yang tidak dapat disangkal. Jumlah
orang yang mati karena kecelakaan
lalu-hintas di semua negara cende-
rung bertambah banyak, Pada da-
sarnya tiap orang yang mengenmi-
dikan mobil harus sadar dan tahu
bahwa kelakuannya pada suatu saat
dapat menimbulkan bahaya bagi
orang lain, dan orang yang tidak
menginsyafi kemungkinan itu harus
dihukum karena menimbulkan ke-
rugian bagi orang lain atau melang-
gar ketentuan lalu-lintas.
Ketidak sengajaan (kealpaan = lalai
= culpa) dari scorang pengemudi
kendaraan bermotor dapat diukur
dengan 2 (dua) syarat menurut
ilmu pengetahuan hukum pidana
yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan (oleh
pengemudi kendaraan bermotor)
merupakan suatu perbuatan ku-
rang hati-hati atau kurang waspa-
da.

2. Pelaku  (pengemudi kendaraan
bermotor) harus dapat memba-

70

yangkan (menyangka) tentang
timbulnya akibat dari perbuatan
yang dilakukan dengan hatj-hati
fon e

Penentuan kesalahan (ké:élp'aan = Jar
lai = culpa) ditentukan oleh si pela-
ku. Si pelaku walaupun dapat
membayangkan akibat-akibat-yang
mungkin terjadi (misalnya: ‘mena-
brak) tetapi karena kurang hari-hati
maka dia tidak berhasil mencegah
timbulnya akibat ‘itu (rabrakan).
}ika diz benar hati-hati maka akan
berhasil mencegah terjadinya akibat .
{rabrakan). '

GABUNGAN PERBUATAN DA-
LAM PELANGGARAN UNDANG-
UNDANG LALU-LINTAS.

Apabila suatu peristiwa pelang-
garan lalu-lintas menyangkut lebih
darl satu peraturan perundang-umn-
dangan yang dilanggar, maka hanya
diperlakukan salah sata peraturan
pidana saja, yaitu dilihat hukuman
pokok vang paling berat sanksi
pidananya.

Pasal 63 KUHP menentukan :

Ayat (1) "Jika suatu perbuatan
masuk dalam lebih dari satu aturan
pidana, maka yang dikenakan ha-
nya satu di antara aturan-aturan
itu; jika berbeda-beda, yang dike-
nakan yang memuat ancaman pida-
na pokok yang paling berat”.

Ayat (2) "Jika suatu perbuatan
masuk dalam suatu aturan pidana
yang umum, diatur pula dalam
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aturan - prlans - yang - KRsuEs ik
yang diterapkan”,

Penentuan hukuman pokok itu ada
di tangan hakim dalam penjatuhan
vonisnya.

?

". .. pasal 63 KUHP menentukan,
bahwa dalam gabungan perbuaran
hakim  wajib untuk menjatuhkan
peraturan pidana yang paling berat,
~apabila ada  perbedaan ancaman
- sanksi pidana di antara peraturan-
peraturan itu .., ¢)

engan demikian hakim dapat me-
ilih di antara pasal-pasal yang
diajukan Jak%a dan menentukan pe-
ristiwa-peristiwa mana yang sudah
terbukti kesalahannya berdasarkan
berkas perkara dan alat bukti hasil
penyidikan dari Penyidik Polri (da-
Jam hal ini penyidik dari Satuan
Lalu-lintas).

UNDANG-UNDANG LALU-LIN-
‘TAS DAN KONVENSI WINA TA-
HUN 1961

Konvensi Wina tahun 1961 antara
lain mengatur tentang hubungan
Diplomatik antara suatu Negara de-
ngan Negara lain.

Dalam proses pelaksanaan hubung-
an diplomatik itu pejabat Duta
Besar, Konsul (Corps Diplomatik)
negara-negara yang bersangkutan di-
utus oleh Kepala Negaranya untuk
sementara waktu berdiam di wila-
yah R I guna melakukan kegiatan
misinya. Dalam kegiatan misinya
itu tentu berjalan di jalan-jalan.
Ketentuan-ketentuan Konvensi Wi-
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na tahun 1961 ada hubungannya
dengan masalah Lalu-lintas dapat
dijelaskan sebagai berikut : o
Pasal 29 Konvensi Wina tahun 19631 :
"Orang agen diplomatik tidak dapat
diganggu gugat. Ia tidak dapat di-
pertanggung jawabkan dalam bentuk
apapun dari penangkapan . . .”

Dari ketentuan pasal 29 Konvensi
Wina tahun 1961, dapat dilihat
bahwa agen diplomatik (Duta besar,
Konsul, dan keluargany»} tidak da-
pat diganggu gugat dalam perka-
ra-perkara pelanggaran Lalu-lintas.

Pasal 31 ayatr (2) Konvensi Wina
tahun 1961 :

"Seorang agen Diplomatik tidak
berkewajiban menjadi saksi untuk
memberikan bukti”.

Ketentuan pasal 29 dihubungkan
dengan pasal 31 ayat (2) Konvensi
Wina tahun 1961 dapat memberi
kesimpulan bahwa dalam perkara-
perkara pelanggaran Lalu-lintas, ke-
celakaan lalu-lintas, agen diploma-
tik tidak berkewajiban untuk mem-
berikan kesaksian atau didengar ke-
terangannya atau memberikan se-
jumlah bukti-bukti.

Pasal 36 ayat (2) Konvensi Wina
tahun 1961 :

"Bagasi pribadi agen diplomatik be-
bas dari pemeriksaan . . .” terma-
suk di dalamnya mobil pribadi dari
agen diplomatik.

Pasal 44 Konvensi Wina tahun 1961:

"Negara penerima (dalam hal ini
RI) memberikan kemudahan .
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untuk meninggalkan Negara peneri-
ma (dalam hal ini RI) pada saat
vang secepat-cepatnya. Khususnya
* dalam hal kebutuhan, Megara pene-
rima menyediakan untuk mereka
ity sarana-sarana (ranspor yang per-
lu untuk mereka sendiri dan barangn
barangnya.”

Dari ketentuan pasal 36 ayat (2}

dan pasal 44 Konvensi Wina tahun

‘ 1961 dapat dilihat bahwa mobil
pnbadl (yang digunakan keluaiga-
nya milik pﬂbad:) bebas darl pe-
mcrﬂgsaap

Apabila agen Diplomatik tersebut
akan meninggalkan negara Rl

Kemball Ke negaranya, maka pengds
walan dan keamanan dalam perja-
lanan di jalan menuju pelabuhan
udara perlu diberikan pengamanan-
nya dan kemudshan-kemudahan.

PENUTUE:

Uraian penjelasan tersebut di atas,
menyangkut masalah penegakan
hukum yang bersifat Represif.
Uraian tugas Polisi yang bersifat
Preventif, dapat dibaca“dalam ba-
han-bahan bacaan lainnya.
Mudsh-mudahan bahan/materi
pembahasan dalam tulisan ini ber-
guna bagi para pembacanya.

fore”.

“Happiness lies in the joy of achievement and the thrill of creative ef-

Branklin . Roosevek

12
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Pembaca yang berbahagia,

_ Topik_keb_ahggggi;i yangmgm dﬂ{éiéﬁéahkan dalam English Corn;:r
kita kali ini adalah penggunaan must dan musi pot (mustn’t) dalam kali- -
mat-kalimat yang bermakna kebarusan/kewajiban dan larangan. '

Perhatikan contoh berikut ini :

. N, 's.m.of:ing B " Fasten seat belts
.- You musin’t smoke L You must fasten your seat belts, .

Selanjutnya anda dmminta mengerjakan latinan dibawah ini. Perhatikan
‘dengan baik perintahnya sebelum anda mengerjakan latihan tersebut,

Look at the signs and notices. Put you must.or you musin’t in the
following sentences. Complete the instrucrions where necessary. '

DD NOT WALK FASTEN KELRP 1S !
ATROSS ROAD ARCRAVT ENTRANCE .
WHEN LIGHT 16 RED SEAT DELT: ToLraR PR e

=

O

PHOTOGRAPIS

DURING THE GIVE WAy

PERFOSMANCE

i 11 (&3
Men-Fri HO FOOD QR DG K
. DRINK 1§ THE FEED THE i
NG PARKING CLASSROHM AMIMALS KEEP LEFY

From . Opeain  Sergéegiss
4y Hﬁ'gw é’égsg
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15.

Jawaban untuk latihan yang diberikan pada English Corner Majalah Bha
yangkara No. 012/1990.

1.

T4

P N I BT R ]

REEETTT TR -, keep to the speed limit

walk across the road when the Light isred.’

...... ....... fastenyour...............when the sign is on.
................. keep this entrance clear.
.............. drop .............. inthe park or on the road.

............................. take photographs in the theatre
........... go down this street because the Sigmsays . .......--

................. to other drivers.

............... swim in the river
................................. stop when vou see the sign
P ... between 8.3¢ a.m. and 9.30 am.

.............................

...........................

.............. keep ...l

a) It seems that men drive faster than women do.

b) Men drive more reckiessly than women do.

¢y Men react faster/a bit faster than women do in emergencies.
d} Men concentrate more when driving than women do.

a) It (the university) is doing research into the difference betwee:
men and women drivers.

b)Y — Men drive faster and more recklessly than women.
— Women often drive more carefully than men.

¢) men drivers react a bit faster in emergencies than women driver

do.
d)Because it seems men concentrate more/better when they ar

driving.
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do a U turn in this main road.



